Mataram, 29 Desember 2023

Nomor : 2¢© / OOS j04-Nakertrans/XII/2023

Sifat . Penting
Lampiran : 1 Eksemplar
Hal : Pemberlakuan UMP Tahun 2024 Bagi

Kabupaten Lombok Barat

Yth. Bupati Lombok Barat
di-
Gerung

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan Pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota.

(3) Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam hal hasil perhitungan upah minimum kabupaten/kota lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
sebagai berikut:

(1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum
provinsi.

(2) Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal hasil perhitungan upah minimum kabupaten/kota lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka bagi Kabupaten Lombok Barat yang
besaran nilai upah minimumnya tidak lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi agar
memberlakukan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2024.



Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan kabupaten/kota di tempat
Ketua Dewan Pengupahan kabupaten/kota di tempat
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